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Persepsi Wajib Pajak Badan terhadap Pelaksanaan Kewajiban SP'T Tahunan Badan
{Wajib Pajak Badan Terdaftar Pada KPP Pratama Padang)

ABSTRAK

Penelitian ini berlujuan untuk menpgetabui persepsi wajib pajak  badan terhadap
pelaksanaan kewajiban SPT badan dengan melihat dari 3 aspek indikator vaitu proscdur
pengambilan SPT, proses pengisian SPT baik pada SPT induk maupun lampiran-lampiran, dan
sanksi yang berkaitan dengan SPT. Penelition dilakukan terhadap wajib pajak badan yang
terdaftar pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Padang dengan kriteria wajib pajak badan
merupakan wajib pajak vang melakukan kewajiban perpajakan secara pribadi atau dengan kata
lain tidak mengounakan jasa konsultan,

Hasil dari penelitian ini adalah Persepsi Wajib Pajak Badan ternadap Pelaksanasn
Kewajiban SPT Tahunan Badan di Kota Padang diperoleh hasil schesar 71,07 %, ini berarti
bahwa wajib pajak badan memiliki persepsi “Mudah™ untuk pelaksanaan kewajiban SP'T tahunan
Badan. Hasill yang diperoleh ini dapat disebabkan karena adanya penyediaan formulir SPT pada
media yang disediakan baik secara langsung maupun melalui website, adanya catatan kecil pada
skhir formulir SPT dan adanya buku petunjuk pengisian SPT, dan pelaporan SPT yang dilakukan
szcara langsung oleh wajib pajak badan tanpa melalud proses yang berbelit-helit.

Kevwaord: Persepsi . Wajib Pajak Badan, Kewajiban, SPT Tahunan Badan
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesix Sebagai
kantobutor terbesar dalam  APBN, pajak sangat berperan penting bagi
pembangunan negara Indonesia. Sesuai dengan fungsinya sebagal sumber
kevangan negara {budgerair), pajak berupaya untuk semata-mata memperoleh
wang  sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran  yang
dilakukan oleh negara, Pengeluaran-pengeluaran ini dapat berupa pengeluaran
yang sifatnya rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan,

Dalam APBN, sckitar 78 % penerimaan negara berasal dari sekror pajak.
Hal ini dapat terlihat pada APBN tahun 2009 penerimaan negara dari sektor pajak
mencapa Rp 641.2 trilyun. Schingga dapat dilihat bahwa pajak menjadi tumpuan
bagi Indonesia dalam melaksanakan aktivitas pemenntabannya.

Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor
mizas dan non migas, Pajak Pertambahan Wilai (PPN), Pajak Penjualan atas
Barzng Mewah (PPaBM), Pajak Bumi dan Bangunan {PRB), Bea Perolehan atas
Tansh dan Bahan Bansunan (BHPTB), penerimaszn cukal, maupun pajak-pajak
lainmya.

Selain sebapai sumber keuangan negara, pajak juga mempunyai fungsi lain
yang tidak kalah penting yaitu sebagai fungsi mengatur (ron-brdgeiair). Pada
fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan sebagai alat untuk melaksanakan

kehijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Selain itu sebagai alat untuk




mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang kevangan. Dengan adanya fungsi
pajak yang mengatur dapat menjaga keseimbangan dalam kebidupan ekonomi
masyarakat sehingga keadilan dalam pemungutan pajak dapal lercapal.

Perbaikan dalam sistem perpajakan terlihat dari adanya reformasi pada
aturan Undane-Undang Nomor 28 Tabun 2007 yang meru pakan perubahan ketiga
Undang-Undang Momor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan. Aturan ini memiokuskan sebagai upaya untuk meningkatkan
kepastian hukum, meningkatkan keadilan, dan memberikan kemdahan bag
wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sclain itu mendorong
peningkatan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan
datam bidang perpajakan, menuju pada kemandirian dalam pembiayaan anggaran
negara Dengan adanya perbaikan pada inti aturan mengenai perpajakan akan
mengakibatkan perubahan tatanan dalam perpajakan dari segala bdang termasuk
pelaksanaannya.

Salah Satu perubahan pada UL KUP adalah terjadi perubaban dalam hal
SPT seperti ditiadzkannya SPT tahunan bagi wajib pajak crang pribadi yang
hanya bekerja pada satu pemberi kerja dan adanya penambahan formulir SPT
Tahunan Badan. Selain it adanya perubahan jadwal pelaporan SPT tahunan
hadan menjadi paling lambat 30 Aprl tahun pajak berkutnya.

Sebagai salah satu jenis pajak vang dominan lerkait dengan SPT dan
dipunout oleh pemerintah (fiskus) serta menjadi pajak yang alurannya Sering
menealami perubahan adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan sebagai bagian
intezral dari Undang-Lindang Perpajakan telah dikenal sejak zaman Belanda

Perbaikan dan penyempurnzan aturan mengensi pemungutan pajak penghasilan
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FENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian tentang Persepsi Wajib Pajak Badan terhadap Pelaksanaan
Kewajiban SPT Tahunan Badan dilakukan di Kota Padang terhadap Wajib Pajak
Badan yang terdaltor pada KPP Pratama Padang. Penelitian dilakukan dengan
mengambil responden sebanyak 44 responden yang melakukan kewajiban
perpajakan secara individu atan dengan kata lain tanpa bantuan jasa konsultan,

Subvanabel (indikator) atas pelaksanaan kewajiban SPT Tahunan Badan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur pengambilan SPT, Pengisian
SPT, dan Penyampaian dan sanksi vang terkait denmgan SPT Tahupan badan.
Penelitian ind dilakukan di Kota Padang, dengan menyebarkan kuisioner mulai
dari tanggal & Juli 20010 - 25 Juli 2000,

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian Persepsi Wajib Pajak
Badan terhadap Pelaksanaan Kewajiban SPT Tahupan Badan di Kota Padanp
diperoleh hasil scbesar 71,07 %, i1 berartt bahwa wajib pajak badan memiliki
persepst “mupdah”™ uptok pelaksanaon Kewajiban SPT tabunan Badan.

Hasill yang diperoleh e dapat  disebabkan karepa dengan adasva
penyediaan formulic SPT pada media yang disedigkan baik sccara langsung
maupun melalul website, adanya catatan kecil pada akhir formulir SPT dan
adanva buku petunjuk pengisian SPT. dan penyvampaian SPT vang dilakvkan

secara langsung oleh wajlb pajak badan tidak melalui proses yang berbelit-belit,
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